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KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat
LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja
yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
Raung lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah

dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 dimaksudkan
untuk melaporkan secara transparan, penggunaan seluruh sumber daya yang
menjadi kewenangan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian kepada semua pihak yang berkepentingan.

Sumber daya tersebut di atas meliputi keseluruhan anggaran
keuangan, waktu dan tenaga/Sumber Daya Manuasia yang digunakan dalam
memenuhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian yang harus dipertanggungjawabkan kepada Kepala
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan pemangku
kepentingan lainnya.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, telah mengikuti ketentuan
Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Surat Bupati Kepulauan Selayar Nomor 004/100.1.7.1/2026, tanggal 5
Januari 2026, Perihal Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistk dan Persandian antara lain memuat capaian
pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya
penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang
ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, dan tindak lanjut
rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah tahun anggaran sebelumnya.

Benteng, 23 Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

)
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Pangkat : Pembina
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1.1.

BAB |

PENDAHULUAN

Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten
Kepulauan Selayar adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kominfo, statistik dan persandian
dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
dan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan
Pemerintahan Bidang Persandian dimana tugas dan fungsinya membantu Bupati
dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten
Kepulauan Selayar dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Kepulauan Selayar. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian beralamat di Jl. Ahmad Yani No.1 Benteng Selayar dengan alamat
email :kominfoselayar@gmail.com sekaligus portal kepulauanselayarkab.go.id




1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistk dan Persandian Kabupaten
Kepulauan Selayar dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar

Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.1.1. Tugas

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan

persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

1.1.2. Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:

1.

Perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang komunikasi,
informatika,Statistik dan persandian;

Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi,
informatika, Statistik dan persandian;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang
komunikasi, informatika, Statistik dan persandian;

Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait Tugas
dan Fungsinya;




2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. sekretariat, terdiri atas:
1. subbagian program;
2. subbagian umum, kepegawaian dan hukum; dan
3. subbagian keuangan;
bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik;
bidang aplikasi dan informatika;
bidang statistik;

- 0 a 0

bidang persandian; dan
kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, diuraikan tugas pokok dan fungsi
(Tupoksi) masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai Tugas bertugas membantu Bupati
menyelenggarakan urusan pemerintahan:

a. bidang komunikasi dan informatika;

b. bidang statistik; dan

c. bidang persandian.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud tersebut diatas,

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang komunikasi,
informatika, statistik dan persandian;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi,
informatika, statistik dan persandian;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang
komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
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e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas pokok Kepala Dinas, yaitu :

a. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas dengan instansi terkait;

g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
terhadap usaha dan/atau kegiatan di bidang komunikasi, informatika,
statistik, dan persandian;

h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi,
informatika, statistik dan persandian;

i. merumuskan pedoman, petunjuk teknis, kebijakan dan pembinaan di
bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

j. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian manfaat di bidang
komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

k. menyelenggarakan pembinaan pengembangan bidang komunikasi,
informatika, statistik dan persandian;

I. menyelenggarakan perlindungan dan pengamanan di bidang
komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

m. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang komunikasi,
informatika, statistik dan persandian;

n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan
tugas;
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0. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas;

q. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan

kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis

kepada semua unsur di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan
tugasnya sekretaris mempunyai fungsi :

1) penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data,
pelaporan, program dan anggaran pengembangan sumber
daya manusia aparatur;

2) pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan
perbendaharaan, serta urusan akutansi dan pelaporan
keuangan;

3) pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan
kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;

4) pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan
fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup
Dinas;

5) pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan
perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, statistik
dan persandian;

6) pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya
aparatur;

7) pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja dinas; dan

8) pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.

LKPJ DISKOMINFOSP Tahun 2025 -



Adapun uraian tugas pokok Sekretaris, yaitu :

a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf  dan/atau
menandatangani naskah Dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi,
data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya
manusia aparatur Dinas;

g. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan
perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan
dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;

i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan
jabatan fungsional serta evaluasi kinerja ASN lingkup Dinas;

j.  melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-
undangan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

k. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas
sumber daya aparatur lingkup Dinas;

1.  mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum
yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas;

m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian,
dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;

n. menyusun perjanjian kinerja Sekretaris;

o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas,
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p. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Sekretariat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris;
memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Sekretaris membawahi tiga subbagian yaitu Subbagian Program,

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum, dan Subbagian Keuangan,

dengan uraian tugas sebagai berikut :

1) Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan
penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi,
pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja.
Uraian tugas subbagian Program meliputi:

a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c) memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf  dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f) menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan Dinas;

g) memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;

h) menyusun program dan kegiatan Dinas dalam dokumen perencanaan;

i) menyusun dokumen evaluasi Dinas;

j) menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
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t)

melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Dinas;
melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang komunikasi,
informatika, statistik dan persandian;

memfasilitasi penjaringan inovasi Daerah di bidang komunikasi,
informatika, statistik dan persandian;

mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi
Dinas;

menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan
anggaran; .

menyusun perjanjian kinerja Subbagian Program;

memfasilitasi penyusunan perjanjian kinerja Dinas;

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
menilai kinerja pegawai ASN lingkup Subbagian Program sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian
Program;

memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala

Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam

melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah

tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan.

Uraian tugas Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum meliputi :

menyusun menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum,
Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;
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mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah Dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;

melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;

melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan
lingkungan kantor;

melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;

melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan
program dan kegiatan;

melakukan kearsipan dan ekspedisi;

melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui
program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis,
workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang
membidangi pengembangan kompetensi;

melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai
lingkup Dinas;

memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-
undangan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan
bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan
bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;
melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup Dinas;
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t. menyusun perjanjian kinerja Subbagian Umum, Kepegawaian dan
Hukum;

u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;

v. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Subbagian Umum, Kepegawaian
dan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum,
Kepegawaian dan Hukum;

x. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
mempunyai tugas membantu Sekratariat dalam melaksanakan urusan
pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi
dan pembukuan. Uraian tugas Subbagian Keuangan meliputi:

a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c) memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf  dan/atau
menandatangani naskah dinas,

e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya,

f) memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN;

g) menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan
keuangan;
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h)

)
k)
1)

melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan hasil
pemeriksaan aparat fungsional pengawasan;

menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;

menyusun laporan prognosis realisasi anggaran;

menyusun laporan keuangan akhir tahun;

m) menyusun perjanjian kinerja Subbagian Keuangan;

n)

0)

P)

Q)

r

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;

menilai kinerja pegawai ASN lingkup Subbagian Keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian
Keuangan;

memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik

dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan

melaksanakan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat,

infromasi dan komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugas Kepala

Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat,
Informasi dan Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas,
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memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan
Komunikasi ~ Publik untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyediaan
informasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, dan
layanan informasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
menyusun perumusan kajian di bidang pengelolaan dan
penyediaan informasi publik, pengelolaan media komunikasi
publik, dan layanan informasi publik di lingkup Pemerintah
Daerah;

menyusun dan merumuskan kajian dampak terhadap usaha
dan/atau kegiatan;

mengoordinasikan penyediaan konten informasi, media
komunikasi, dan layanan informasi publik;

mengoordinasikan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi
publik dan penyediaan akses informasi di Daerah:
mengoordinasikan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi bidang informasi dan komunikasi publik lingkup
Pemerintah Daerah;

melaksanakan sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi publik;

. melakukan layanan monitoring isu publik di media massa dan
sosial;

melakukan pengumpulan bahan informasi dari perangkat daerah
instansi vertikal, badan usaha milik negara, dan badan usaha
milik Daerah;
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o. melakukan pengumpulan pendapat umum (survey, jajak
pendapat),

p. melakukan pengolahan hasil pengumpulan pendapat umum:;

q. melakukan analisa data informasi untuk mendukung komunikasi
publik lingkup nasional, provinsi dan Daerah:;

r. melakukan pengumpulan tema komunikasi publik lingkup
nasional, provinsi, dan Daerah;

s. melakukan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra
positif Pemerintah Daerah:;

t. melakukan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten
lokal;

u. melakukan pembuatan konten lokal;

v. melakukan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah
Daerah atau media internal;

w. melakukan diseminasi informasi kebijakan melalui media
Pemerintah Daerah dan non pemerintah daerah:

x. melakukan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi
media dan lembaga komunikasi publik;

y. melakukan pengembangan sumber daya komunikasi publik di
Daerah (Kelompok Informasi Masyarakat);

z. melakukan layanan pengolahan informasi publik untuk
implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

aa. melakukan pelayanan informasi publik untuk
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

bb. melakukan pelayanan pengaduan masyarakat;

cc. melakukan fasilitasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
perangkat Daerah;

dd. melakukan pengelolaan hubungan dengan media.
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ee. menyusun perjanjian kinerja Bidang Hubungan Masyarakat,
Informasi dan Komunikasi Publik;

ff. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang hubungan
masyarakat, informasi dan komunikasi publik;

gg. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi;

hh. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang Hubungan
Masyarakat, Informasi, dan Komunikasi Publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

ii. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Hubungan Masyarakat, Informasi, dan Komunikasi Publik;

jj. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

kk. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Aplikasi dan Informatika
Bidang Aplikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan,

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Aplikasi dan

Informatika. Adapun fungsinya sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi daninformatika;

2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang aplikasi daninfromatika;

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi dan
informatika;

4) Pelaksanaan administrasi di bidang aplikasi dann informatika,

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.
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Bidang Aplikasi dan Informatika memiliki uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Aplikasi dan Informatika
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. ~memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Bidang Aplikasi dan Informatika untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f.  merumuskan kebijakan teknis bidang aplikasi dan informatika;

g. melaksanakan pelayanan pengembangan internet dan penggunaan
akses internet;

h. melaksanakan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah
dan layanan keamanan informasi E-Goverment;

i.  melaksanakan pelayanan manajemen data dan informasi E-
Goverment,

j. melaksanakan pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi
generik dan spesifik serta suplemen yang terintegrasi;

k. melaksanakan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi Smart
City,

I. melaksanakan pengembangan sumber daya teknologi informasi
komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat;

m. melaksanakan pelayanan nama domain dan subdomain bagi
lembaga pelayanan publik dan kegiatan Daerah;

n. melakukan pendaftaran nama domain Pemerintah Daerah;

0. melakukan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan
sub domain dalam penyelengaraan Pemerintah Daerah;
melakukan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;

q. melakukan penatalaksanaan dan pengawasan E-Govemment
dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
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aa.
bb.

dd.

ee.

gg.

hh.

melakukan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran
pemerintahan berbasis elektronik;

mengelola pusat data pemerintahan Daerah;

melaksanakan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
mengoordinasikan dan sinkronisasi sistem keamanan informasi:
mengoordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
melakukan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan
berbasis elektronik;

menyelenggarakan sistem penghubung layanan pemerintah;
melakukan pengembangan dan pengolahan ekosistem kabupaten
cerdas;

melakukan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi
informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;

melakukan pengelolaan Government Chief Information Officer;
menyusun perjanjian kinerja Bidang Aplikasi dan Informatika;
mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian,
dan evaluasi kebijakan teknis di bidang aplikasi dan informatika;
melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang Aplikasi dan Informatika
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Aplikasi
dan Informatika;

memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.




5. Bidang Statistik
Bidang Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di

bidang statistik. Adapun fungsi dalam melaksanakan tugasnya sebagai

berikut:

1) Perumusan kebijakan teknis bidang statistik;

2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang statistik;

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang statistic;

4) Pelaksanaan administrasi di bidang statistik, dan

5) Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Statistik mempunyai uraian tugasnya sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Statistik sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Bidang Statistik untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan kebijakan di bidang statistik untuk pengamanan
informasi;

g. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan
di bidang statistik;

h. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan sumber visi di
bidang statistik;

i. melakukan pengumpulan, verifikasi dan pemutakhiran data
pembangunan Daerah;

j-  melakukan validasi data yang bersumber dari seluruh perangkat
Daerah, badan pusat statstik, dan instansi lainnya;

k. menyusun dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan;
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melakukan analisis dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana
pembangunan;

menyusun dan mempublikasikan data statistik Daerah baik secara
manual/dokumen maupun secara elektronik;

menyusun perjanjian kinerja Bidang Statistik;

mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian,
dan evaluasi kebijakan teknis di bidang statistik;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka
pelaksanaan tugas;

menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang Statistik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Statistik;
memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Persandian

Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai

tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan
dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang persandian. Adapun

fungsinya sebagai berikut:

a.

o oo o

Perumusan kebijakan teknis di bidang persandian;

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang persandian

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang persandian;
Pelaksanaan administrasi di bidang persandian; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan
bidang persandian.
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Bidang Persandian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

menyusun rencana kegiatan Bidang Persandian sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Bidang Persandian untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

menyusun  rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

menyusun peraturan teknis tata kelola persandian untuk
pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi
berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi,
pengelolaan perangkat lunak sandi, pengelolaan perangkat keras
persandian dan pengelolaan jaringan komunikasi sandi;

menyusun teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar
perangkat Daerah;

menyusun teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
melakukan pengelolaan proses pengamanan informasi milik
Pemerintah Daerah;

melakukan pengiriman, penyimpanan, pemanfaaatan, dan
penghancuran informasi berklasifikasi;

menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
melakukan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di
lingkungan Pemerintah Daerah melalui program pendidikan,
pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan
seminar,

melakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi
melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi,
bimbingan teknis, workshop dan seminar;
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melakukan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan
perangkat lunak dan perangkat keras persandian;

melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak
persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi
sandi;

melakukan penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak dan
perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi
sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah:
melakukan penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan
pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah;

merancang pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

mengoordinasikan pelaksanaan hubungan komunikasi antar
perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan komunikasi
sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
melakukan pengamanan terhadap kegiatan, aset, fasilitas, instalasi
penting, vital, kritis melalui kontra penginderaan dan metode
pengamanan persandian lainnya;

melakukan pengamanan informasi elektronik;

melakukan pengelolaan security operation center dalam rangka
pengamanan informasi dan komunikasi;

melakukan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan
operasional persandian dan keamanan informasi;

menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan
sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi
sandi, dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
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y. melakukan program pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan
sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi
dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

z.  menyusun perjanjian kinerja Bidang Persandian;

aa. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian,
dan evaluasi kebijakan teknis bidang persandian;

bb. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Iembaga
pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan
tugas;

cc. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang Persandian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;,

dd. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Persandian;

ee. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan
fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
berpedoman pada pengaturan sistem kerja.
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1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan

Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Sumber Daya Manusia pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3.1 : Jumlah pegawai berdasarkan status pegawai

Tabel 1.3.3 :

ASN/PNS 26

PPPK 7

PPPK (paruh waktu) 35

Tabel 1.3.2 : Jumlah pegawai berdasarkan Golongan
WY, 3

11l 28

Il 2

| i

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

I 1
1l 3
v 3
Fungsional 6
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Tabel 1.3.4 : Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1.3.5:

=,

DIV

D3

SLTA

SMP

SD

Jumlah Pegawai berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki

"S1 Hukum |

S1 Ekonomi

S1 Tekhnik

S1 Sosial

S1 Adm. Pemerintahan 2 Orang
S1 Pemerintahan DN 1 Orang
S1 Pendidikan 1 Orang
S1 Sastra 1 Orang
S1 Agama Islam 1 Orang
S1 Statistik 1 Orang
S1 Komputer 4 Orang
S1 limu Pemerintahan 1 Orang




5.

BAB I
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan
kegiatan dengan Total Anggaran Sebesar Rp. 5.136.818.450, yang terdiri
atas Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian dengan anggaran sebesar Rp. 4.802.750.600 , Urusan
Pemerintahan bidang Statistik Rp. 109.384.150 dan Urusan Pemerintahan
Bidang Persandian sebesar Rp. 224.683.700. Belanja Operasi sebesar Rp.
4.794.891.550 dan Belanja Modal sebesar Rp.341.926.900. Dari total
anggaran sebesar Rp. 5.136.818.450 terealiasi sebesar Rp. 4.782.923.827,
dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 353.894.623, atau terealisasi
sebesar 93,11 %.
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan
5 Program, 10 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan.
Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan |khtisar
Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
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E Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan
kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.  Program Informasi dan Komunikasi Publik

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
- Relasi Media
- Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
- Pelayanan Informasi Publik
- Diseminasi Informasi
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
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- Penyusunan Konten
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi Informatika
a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah
Desa
b. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
- Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
- Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
- Koordinasi Penyusunan data/atau reviu Arsitektur dan Peta
Rencana SPBE Pemerintah Daerah
- Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang
sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
- Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Daerah
- Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah
Daerah
- Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
- Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai Kewenangan Dinas
Kominfo
- Koordinas Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
- Penyediaan Akses internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka
Penyelenggaraan SPBE
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik
Nasional

- Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
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- Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu
Data Indonesia
- Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar

5. Program Penyelenggaran Persandian untuk Pengamanan Informasi
a. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring
Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya
Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi antar Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota
- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
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Tujuan 1. Digitalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
didesentralisasikan ke Kabupaten dengan Indikator Persentase pemenuhan
Kebutuhan Digitalisasi Perangkat Daerah dalam Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan yaitu Perangkat daerah yang mampu menerapkan proses digitalisasi
pelayanan public ditargetkan 90 % dengan capaian 100 %, Dimana semua
perangkat daerah telah menggunakan aplikasi tanda tangan elektronik sebagai
salah satu bentuk digitalisasi pelayanan dari tanda tangan manual ke tanda tangan
melalui aplikasi sehingga pelayanan dapat dlakukan lebih cepat dan lebih mudah.

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan
Pemerintahan dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang mampu
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan dengan target 90 %,
terealisasi 100 % yaitu semua perangkat daerah telah menggunakan tanda tangan
elektronik sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan public, Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (https:/katalog onaproc.id) Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, layanan Perizinan (https //oss.qo.id/) Dinas
Penanaman  Modal, Layanan Sebaran Daerah Rawan Bencana
(https://bpbd.kepulauanselayarkab.go.id) pada Badan Penanggulangan Bencana

Daerah, Layanan Keuangan (https:/sipd-ri kemendagri.go.id) Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah, Layanan Pengaduan Masyarakat
(https://gol kpk.go.id/) di Inspektorat Kabupaten, layanan Perpustakaan Elektronik

(https://perpustakaan kepualuanselayarkab.go.id/) pada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan, layanan antrian online Rumah Sakit Umum Daerah KH. Kayyung dan
Puskesmas Benteng pada aplikasi mobile JKN, layanan Informasi Dokumen
Peraturan Perundang-undangan (https://idihkepulauanselayarkab.go.id/) pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Layanan Kepegawaian
(https://bkdkepulauanselayarkab.go.id/) pada BKPSDM, Layanan Informasi Publik
(https://lapor.go.id/) pada Dinas KominfoSP, Layanan Informasi Dokumen
Peraturan Perundang-undangan Sekretariat DPRD

(https.//idih.dprd kepulauanselayarkab.go.id/), Layanan Kepariwisataan dan
Layanan Ekonomi Kreatif (https://pariwisata.kepulauanselayarkab.go.id/) pada
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru
(https.//kepulauanselayar.spmb.id/) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Tujuan 2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik dengan Indikator Indeks SPBE dengan target 3,0 Pada Tahun 2025
berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE oleh Kementerian
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nilai Indeks SPBE 2,77.
Nilai Indeks SPBE berdasarkan penilaian kebijakan informasi terkait tata Kelola
SPBE, Layanan Publik Berbasis Elektronik, Layanan Administrasi Pemerintahan
Berbasis Elektronik, Audit TIK, Penerapan manajemen SPBE, Penyelenggara
SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Perencanaan Strategis SPBE.

Sasaran 2. Meningkatnya Tingkat kematangan Domain, Kebijakan, Tata
Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE, dengan Indikator Persentase Perangkat
Daerah yang Menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan
target 90 % terealisasi 100 % vyaitu semua perangkat daerah telah
menyelenggarakan system pemerintahan berbasis elektronik mulai dari
penyusunan rencana kerja kegiatan dan dokumen pelaksanaan anggaran melalui
aplikasi SIPD, penginputan Realisasi anggaran, Evaluasi Renja dan Renstra di
aplikasi MANCA.

Sasaran 3. Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral dengan
Indikator Persentase Data Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data
Indonesia dengan target 85 % dan terealisasi 46,99 % yaitu terdapat 406 Data
statistic sectoral yang sesuai prinsip satu data Indonesia dari 864 data statistic
sectoral.

Sasaran 4. Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah
Daerah dengan target Tingkat Il dan terealisasi Tingkat |l s/d V atau senilai 749,
yaitu bahwa dari 7 Tingkat kelengkapan penerapan standar I1SO27001 sesuai
kategori hanya terdapat 7 kategori yang dinilai yaitu Tata Kelola dengan nilai 114,
Pengelolaan Resiko dengan nilai 72, Kerangka Kerja Keamanan Informasi dengan
nilai 183, Pengelolaan Aset dengan nilai 151, Teknologi Keamanan Informasi
dengan nilai 168, Perlindungan Data Pribadi dengan Nilai 61 dan Pengamanan
Keterlibatan Pihak ketiga denggan Nilai 100.

Tujuan 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan
Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target B. Tahun
2025 tida ada nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran 5. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan
Perangkat Daerah dengan Indikator : 1. Nilai SAKIP Dinas KominfoSP Tahun 2025
adalah 65,1 (B), 2. Laporan Keuangan sesuai SAP, 3. Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap Pelayanan DiskominfoSP untuk Tahun 2025 senilai 0.
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Urusan 1. Persentase Layanan Sistem Informasi terkait Program
Kebijakan Pemerintah yang Berkualitas ditargetkan 100 % dengan capaian Tahun
2025 adalah 100 %

Urusan 2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara
online dan terintegrasi Tahun 2025 terealisai 100 % karena terdapat 15 layanan
Publik yang diselenggarkan secara online dan terintegrasi dari 15 Layanan Publik
yang ada.

Urusan 3. Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Tahun 2025
adalah 100 %, yaitu terdapat 27 sistem elektronik yangdi Assesment/Audit dari 27
Sistem elektronik yang aktif.

Urusan 4. Persentase Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang
menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
Tahun 2025 adalah 38 Perangkat Daerah atau tercapai 100 %.

Urusan 5. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam
melakukan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2025 adalah 38 Perangkat
Daerah atau tercapai 100 %.




VIE3INII NVIPNVME3d WVYTVA NvYdvLialia
HVANS ONVA WY¥O0¥d VrE3NIY 1398VL NVONIA NVLYIOIN VHVINY NVIVNSISIN SISITVNY 742



- AdyS vefuenay adaNs
L1'028°6 . 00¥90¢11 seygEa A /uwindusg wep | oxluvnay seygpay /usinduag
UEBUESIWEUD | UDWINYO(] qU[Un[ | UTp UPEQESNKEUI] UETURSYER
NSV ueduefun], uep fer) NSV
18°728'199 Buw0) €€ | L1066 FuwQ op s Sk Sonicy pinnl | alowking; avp ety mipialing
nppes yeda) weyresapPsIp :
0S9°SET°6L Y866 0F6 T % 00% Fued ueFuenay urrjopduag nos
wesode] /uswmyo(] IswuIsIdg
I66L | wwodeyg 002005+ meodel v ! Wi
7 | viounysenay wmode yepunf TexBuen whoury seneag
AdHS zhoury sesieay
860 | wwodey] 00v00ST | wmodey | ' gl uep elauny uemde) veode]
psel vwode] uep QdNS ]
lioury sesieay sesnyy] vep
iaury verede)) wmode] yrjwn(
AdNS VA veqeqning
wanil T oo foc1 X {ug wseurp NS-Vdd Begeqneag
I 1 pseH vesode] vEp (JINS-Vdd U3 UPp ISTRIpIoOY
uryrqnIag uIwno(] gepwn |
adds
P wwnyoq sausl ThEg “Vd( wwnyoq seunsniuag SV
1 1 issuIpIooy psey vesode] uep urunsniua UTp ISEOIPIOOY
AdXS -Vd( vawnyoc] yepun|
Eum.uaz_ vegeqnag s
ez T sevew . I "V URRq] oxemoq
1 L[ EswH vwodey uep GdNS-VIY o e i
UREqID udwnyo(] gepun




veode] ode] ' T e ese[ wempaduag | 1000 T | 10| 91T
668°CH6 1 006105 e 1 I JeINg v I 1
wse[ uverpakuag wesodey yejum|
yessep ueyemuuawad
YEIIR(] UPRIULDWDJ UBSTY
10°1L0°60C €016 | 0S6'P99°6TT % 00T wesnun Fuefunuad 10| 91z
Fuelunuo g vse[ weeipoiuag
esel urgnuawad asmuasing
aas aaNs
uesodey uesode|
008°L1 — 000Z. - sumsuoY uep Iweupsooy Jedey ITEsSuOY uEp ISTEIPIooy | 6000
weeredfuopiuag veode] qepun| yedey ureedduoping
nwe | orduniuny
STIPOp'S | wwode | 00+'61 uwsodr] | nwe [, wedunionyy sepsey | 000 10
isuipse,] wesodey gepum|
veyeposi(] Fued urepuedduog uep vewpuEdduo g
'LS9'ST B | 001°SL9ST yed | . P ; S000 T | 10
TEHTY) 6 1qeg qepwa | oep D) Surarg ueepaduag
TEEpIsi(]
ouey vedwyduapag
€€'991 wied | | 0068 PYEd | Fued sy wedeyduapag T000 T| W | 9T
uep unE[es] ueEpading
uep wEEERg Yoy Hepwn[
: 303uvy WINW() SENSWIWPY yeaarQ weyduriag
1SPPE S066 | 00P'SORLYE % 001 0| 91T
ﬂli-asﬁ gﬁ wnwry %
varedduy uenddoy
vwodey vwode|
006'LE€T . 00€'9€¢" o wesyEay stsoudoxy siweuy ey sisouforg sisqEoy | gOOQ
urp vwodep vawnyo] yejwn| uep uwodepy veunsnimg
aas
S foun I/ weoemg adys
110 00T L0ST S Wi IR/ 00 | zoz | 10 | ovz
1 1 wsewipooy uwsode] UTp QdNS urduvray weodey
weduenay wesode| gepun|
AdS unye] sppy ueduenay g
vesode] veunsnius g ISEUIPIOOY]
oesode | 006000°¢ | weodey | vnge ], Fqyy vedoensy omode | 000 0
psvy wesode] usp (NS BT — -
: ( d Up ISeuTp




w66 0SL69L'T09

66 | 0SL69L109

0S00Z0L81

swode] | 000°0%1'8€

vezode] |

wen ot

seui] =) {
eluyefed smpedeqip

wrp weypdip Fued umeqe(
SEOI(] UBEIEPUIY NEE SEUI(]
ueduriong veesepuay yepwn(

Neg NPUOY WmuEp e

% 00T
. TN Sueseq aseiudsiog

P
Fued soyey wnw)) veuedepg
wse| uverpakuag wesode] gejwn

vesodey | | wep e wle(] BPqUINGISERUNWOY
esef eEipaiuag uwode] gepun( e

w0y /umedngey

AIqng sexunwoy
wep iseunoju] uveopiuag

ISVIINOWON NVa
ISVIWHOANI NVED0¥d

ehuure]

vrundueg uep Jolury Funpan
ISEIIQURY /UREIIIRUR
huore wsa

UTP URE[EID| UERIRYIPWI|

SEUI(] UTEIEPUIY UTOIZL]
oEp ‘Yefeg ‘resvypuRg wug
yipwa( vse[ swapaduag
uEsEqe{ STUI(] UPEpUIY nuE
sTui(] UEdUTI0I| UTEREpUIY
yeleg uep vresegpuRy elng
ypwy vse[ uempaluag
YrIOR(] UBYRILLIWIG
wesni) Suelunuag gesseq 60T
AN Fueseg uresegrpwag

Jowey wowl) | 4000 | 80T | 1

urueiep vse[ uverpaduag

ey uep A1y wdec] squing 2000 | 80z | 10



vequepd /P

(12 fuwQ e | anpduow sapsep Sued yqnd

sepunwoy Fuepiq NSV

ISEWI0JU UANTVOY yeun|

s /snny Fnsas
sedeqaaq eipow uryerjurwd

vz | undnew vopyp Sued grioep

qriupawad yrw yqnd
ISEYTUNWOY BTy e

Sued  yelepeqy  asmuasiag

WEEDUT IR

mwnyoC]

wvermezad rensas ueyrEsIISIp
Bued yyqng 1svamojuy
veuoyounad yepuom(

Yqng seunoju veuekepg | L

¥eeTO5'6

€1 0060001

OJuUTRLOT STUK]
TP JEYEPIA) UEP ISTUBOJUY
ISEUNOJU] STUNOY Yepon(

ISEUOJU] SEUNWOY] UESwp | ¢

wpaus ST
unEday WepEp JuyE ¢ up
‘ojunmOy] STUIC] 1P ITYEPIA
7 uep ‘s39d uEMIp ISEYYEIAI
°1 anyuaq rdeqas v
mnuawow Jued eipaw epeday
TIPS 15[ SERADYE yepn(

SPIN BRI | ¥




YRIS¥(] YRODIR]

veuele JungnyBag | 1200 | 20T | €0

waysig veeredduopiug

qERQ YRR
HHdS Bw0uay By urp

sppnssy oedusp rensas Foed | 0zo0 | 20T | €0

snsnpy edy ueuequiaduag
neE/vep vEunuequd |

seanojuj urp

i - P L100 | 20T | €0
w0y /unedngey
yesde(q griuuawayg dmydury 07T | €0

1 wawuaA0S-2 weejopfuag

eS3(] qRUBIWI]
TrEWO(] BWeN uTEoping

uep Yk quuERg | $000 | 102
ueesedduapiua urewo(] qng
uTp mEwo(] Bwey uerpRdung



Bl < oo con

Yesovp uveunSurquing 1senjead
wep vespunifoow Fued
| yesvep yeySuesnd sswmasiag TVHOINIS XLISILV.LS
NVVEVOONATIANGd
yeep
WV¥903d
weunduequing ueeuwoussad
ORLSPTYOL 1756 | 0STYSE60! % 00% unsniudgy wepep dnsuwIs
eep ueprunSSuow Sued
qesdep JeyFuridg dswuasiog
NLISILVIS
ONVATd NVHVINTHAWAd
NVSOun
o qeseq STOI(] IO UEYEIPISTP dgds vreredtopiog
L9s | w@umag | 00666606 | yyduwmag | Suek 1595YE uopTY wepep yene(] duedd | 0€00 | 20T
9T 8T Fued quaoecy 3yduesag yepun| FUN DU SIOE BEEpPRLLIG
TON /qEYN JEIE( YRUBIWI]
qEeq qese( woY/uaeduqey
) o] vedune( veduop Funqnyzn
00S '+ rexduenng 0TT06"L wyduniag S oy A et yuepawag | $Z00
92 s ) uefope( veeeddwpliusg
P quivn(] Inffunng yepwn
quep oeduenay
uep vmeddue Furpiquaw
Fuek quasep jeyFuwad
up yeovp veunduequiad
ueeuwuarad Huepiquow yeec]
Sunyocy ) b 2 d | S
S0€T0TE1 . 8'866'F1 Fued qesoep tey3 eI ds veredliuy uep | 7700 Z
vpeday veyredwesp vep | eurudy vronsniud] ISEUIPIOON
yesarp eyduesad grunps veduap
ueysTpsuoNp Yeps Furd yesaec
qrRULIWRJ ggds vwrddor vep
BUEIUAI UBUS)) URLnyo(] yepwn |




SNINN NVIONVSYAd
120'$80°€2C 6T66 | 00L'E89'VTT % 00F .- 20 | 12T
NVVEVOONTTIANAL
UTURWIEDY ISTIUISIONG
NVED0dd
NVIANVS¥Hd
ONVAIE NVHVINTEIWA 127
NVSOHN
NSO BEC] PG
0€0°+S o 00660 i HE ISEPUDWONDI BUTIW [Epns , 1100 0Te
1 1 . Stusig] $380] UTBUESHERJ
ued resonpg ynsnag yepun(
msauopu] wep mes disund
uawnyo(] uIwWNNO(] wepesw idexduapp yep Jued
8€0°C 0SS'6€79¢€ e ( ueBuap rensas Jork peowyds | 0[00 | 10T | 20 | 02T
! - - ) usuErg veesedduopduag
quoe(
0EL°E6L widumag 005 6058C % 001 G A 6000 | 10T | 20 | 02T
" ? ke EEoPs msweas
p ’ ARSHES UWEIIY $WUISI] we(] suEny unefduuag
veyehiqay wrunsnduad
nege /urp veundusquiad )
ISEN[EAS UWEP BULONBOW e
mmmmmm % 001 00S'9HT'L %o 001 ynsung wasig depegan puonps | §000 0T
‘seeuravasd ymun [EI01008
nsuEg e unegdug
ynsnes nep veyrundiuaw
Bued yesoe(] reyduesng swuasing
yusnug
[EonRg yrsnEIg ueTdequIvpy
gz | Fumog9g 00L06TST | TuwQy) | Fuwpig p veynepg vepedvpuapy ; — LO00 0zzT
Fuek remedg gepun| i
yesaep uvunFuequiag Senfead oy i
OPL'SPIT0 8¢ 0ST'¥RE°601 Le TEYN PO WEEp [EI01098 yesaeq dnySury 1p praonyag 0| 20| 022
snsnels eivp ueyeuniSusw Ansneig verseSuoiuag
Sued yeasep yexyduesad yepun(




w0y /unedngey
ueipuesiag weduap
yeaoe(y yeyjdueing
009°921'1L £9°68 000°95€°6L % 001 | YeRER( YRIULIWI{ Juoip|H
JRuy pues Iseiunuoy
wnsig ueurweFuog IseIuISID
weSungnyj viog uedeiduag
yuoe(] ISTWIOJU] UEURIIEY
) reyfueng . roy/uaredngey
88 rejduesag 2:1 29 . Eﬁa&ﬂ veyronddualy &ﬁu.m_.. qEr(] qrsnaun | u
: Toeq % d ueurweay ueuele| ueEpaiuag
YUOINI[H GON UEp WOORNA
PFUORINIH UON] UTP YOI
sisuag woy /uaredngey
wawm{o(] | wwnyoq sisequag woy/uaredngey
0ESBOLY 005°STLS EIRE(] URRULIURg
1 quIRe(] UEEULIUR] ISsunoju]
urevesyep vwode] yepwn[
woy /uagednqey
w0y /uaedngey yese(]
JuoT( qruiius seunoju]
08065 e Y eirq i z
A SNy )
i s edeqy 3quing weropduag Uep
o N UEGMINGIY SISIEUY UTEUESYER
siseoy wwodv ] gepon| -
ueydmang
woy/unednqey qeeq
Fued moyy/umednqey yeanC]
WOy L 8 | YRUUSURJ IpUTs ISTRuNmoy
19F°0 00+°008°01 YEIUEWI IpUeg [supuntuo
Fowef uep seunoju] UTTEWEYY
Juse( uep EUNOJU] CEUTWIED
vlopy wery, umehqay vedwouag
oPY weL uepehgey qepum(
w10y /unedngey
806°F¥¥' 051 11°66 008°€6L71ST % 001 ) i -
* Yy eIy svwsojuy ueurweFudg ymun
uerpursidg ueenISuapaiuag
ISVINHOANI
NVNVINVONHd




SITOP9'TL

b s |

eydunng

8¢

006'688°TL

qesveqy

eydueag

IpUES SEYIUNWOY
Fupe( wepep Bunqnyia,
Fued qesor(] seyduesng gepwn |

noy /onednqey qeeq

qraut d 1PUeS SO 2. |

Fuue( sesiruorsed

1000

T

<0

1zT




.’mNON unye] dSOJINIWONSIA CdN1

% 6S°C6 [\ % 28°66 5 % LL'S6 | £Z9'¥68'ESE | LZ8'EZ6'ZBLY | 0SV'BLE'BEL'S | dSOJUIWOYSIQ
uelpuesiad
Buepig
% L2°26 4 % 9926 z % 62'66 649'896°) | 1Z0'SBO'EZZ | 00L'€89¥ZZ uesnin
nispeIs
Buepig
% 1S°L6 3 % 1526 3 % 12'S6 0LP'8EZ'S | OPLSPLPOL |  0SL'PBE60L uesnin
e)jeulou]
uep
Ise)junwoy
Buepig
% 98°€6 L % Z£'96 £ % ¥L'26 | ¥ES LSO'6¥E | 990°€69°SSY'Y | 009°0SL'V08'Y uesnin
oL 6 8 L 00L.(E7)9 (e-¥)s 14 € [4
(%) uejeiBoy weiBoig yeseep
elisuny uejeibay eliaury weibouig (%) ) (dw) (dy) yeybuesed
M i shiount ST ehiouny i uesebbuy uesebbuy uesebBuy Jyeiseq
ueiededsejey) | Jojedipu| | uerededssjey | sojeNipu) 1sesijeay oo R JoBav) veyRuLsWey
yexbuny yejwnp yesybui g yejwnpe uerede) uesnin
ejey-ejey gey-ejey

uesnin uejysesepag uesebBuy isesijeay




Realisasi Anggaran Berdasarkan Uraian Belanja

Cc

apaian ics
Realiasasi

No. | Uraian Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) Anggaran
Anggaran (Rp)

(Rp)

- Belanja Pegawai 2.919.949.047 2.661.822.815 | 91,16 258.126.232

2. Belanja Barang 1.874.942.503 1.782.489.184 | 95,07 92.453.309

3. Belanja Modal 341.925.900 338.611.818 99,03 3.315.082

Berdasarkan Tabel 2.1.4. terkait realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan layanan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar
dalam kurun waktu satu tahun dapat disampaikan bahwa dari lima (5) program, tiga
belas (10) kegiatan dan lima puluh enam (47) sub kegiatan berjalan sesuai dengan yang
direncanakan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 93,11% artinya target kinerja

sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan.




2.1.5. INOVASI

NO URAIAN INOVASI i HASIL/ MANFAAT KET.
1 2 3 4 5

1 Belum ada Inovasi -

2.1.6. PRESTASI/ PENGHARGAAN
Tingkat
No. Nama Penghargaan Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara Ket.
Internasional Nasional Provinsi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8
g Penghargaan sebagai badan public 2\ Komisi Informasi Provinsi Sulawesi
dengan Kualifikasi Menuju Informatif Selatan

LKP] DISKOMINFOSP Tahun ~o~w‘.
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2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2025

No.

Rekomendasi DPRD

Tindak Lanjut

Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan

2

4
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BAB I

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

3.1. Tugas Pembantuan Dan Penugasan Yang Dilaksanakan

3.2. Hambatan-Hambatan
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BAB IV

PENUTUP

Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegitan Dinas Komunikasi,
Infromatika, Statistik dan Persandian yang telah diuraikan dalam dokumen ini,
merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2025 khususnya yang terkait dengan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian.

Capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan yang dijelaskan dalam Laporan ini, sesungguhnya merupakan
kinerja bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan segenap
stakeholders lainnya.

Disadari bahwa dengan segala keterbatasan, baik anggaran, SDM,
maupun sarana dan prasarana utama dan penunjang, pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, statistic dan
persandian dalam kurun waktu satu tahun, belum semua permasalahan dapat
diatasi serta memuaskan semua pihak walaupun telah diupayakan langkah
langkah perbaikan, namun apa yang telah dicapai merupakan modal dasar bagi
upaya perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun
yang akan datang agar keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat
dicapai lebih optimal.

Sebaliknya keberhasilan yang diraih akan terus ditingkatkan dan
kekurangan yang ada akan terus diperbaiki dengan program dan kegiatan yang

sedang berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan
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akuntabilitas dengan itikad baik, kerja keras, kreativitas dan bantuan dari semua
pihak.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan,
adalah komitmen bersama untuk melayani, memberdayakan dan membangun
masyarakat. Oleh karena itu diharapkan komitmen dan konsistensinya dari
seluruh komponen masyarakat, khususnya kepada seluruh aparatur pemerintah
daerah untuk secara sinergis dalam bingkai kerjasama yang terintegrasi, terus
bekerja keras dalam mengimplementasikan visi dan misi Kabupaten Kepulauan
Selayar “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur
Indonesia”.

Demikian Laporan ini disusun dan disampaikan sebagai bahan tindak
lanjut dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
dalam memenuhi salah satu kewajiban konstitusional sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan diharapkan dapat memberikan
gambaran tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi,
informatika, statistik dan persandian di Kabupaten Kepulauan Selayar selama
kurun waktu 1 tahun. Apabila terdapat kekurangan atas laporan ini, kami mohon
maaf dan akan kami lakukan perbaikan agar menjadi lebih baik tahun berikutnya.

Sekian dan Terima kasih,

Benteng, 23 Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN KEPULAUAN

M

HJ. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.
Pangkat : Pembina 3
NIP.197605022014072002
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